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WALIK01TA MOJOKERTO 

PERATIJR.AIIJ WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOFl 34 TAHUN 2008 

TENT ANG 

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
SADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerati Kota Mojqkerto Nomor 5 
Tahun 2008 tentanq Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto, maka 
dipandang perlu m enetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsl Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto dalam Peraturan 
Walikota Mojokerto. 

Mengingat 

• . ' 
• 

: 1. Undang-Undanq Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa 13arat; 

2. Undanq-Undanq Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

3. Undanq-Undanq Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Pe·rundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
tndonesla Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undanq-Undanq Nomor 
1? Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undanq-Undanq 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undanq-Undanq Nomor 33 1 ahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Ne,gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

• 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pernerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nemer 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tar1L1n 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negar1;1 Republik Indonesia Tahun 
2007 Nemer 89, Tarnbahan Lembaran Negar_a Republik Indonesia 
Nomor4741); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebaqaimana telah 
diubah denqan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penqelolaan Keuangan 
Daerah; 

• 
' 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 57 Tahun 2007 tentang 

' 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 

12. Peraturan Daerah Kola Mojokerto Nemer 2 tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kola Mojokerto ; 

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nemer 5 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN TUGAS 
POKOK DAN FUNGSI SADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
KOTA MOJOKERTO. 

• 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikola ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Mojokerto; 

' 

• 

• ' ' 
' ' • 

• 

• • • • 

I 
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2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto; 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto; 

5. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kota Mojokerto; 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kota lv1ojokerto. 

BAB rr 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 
• 

(1) Susunan orqanisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota 
Mojokerto terdiri atas : 

a. Kepala; 
• 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Pernerintahan, Polltik dan Kernasyarakatan; 
' 

d. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; 
• 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Baclan ; · 

(3) Bagan susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan 
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 
Waliko�a ini. 

Pasal3 

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan 
penyusunan perencanaan dan program, urusan keuanqan, 
kepegawaian dan umum serta melaksanakan tugas lain yang 
akan diberikan oleh Kepala Badan. 

Untuk menyelenggarakan tugas dimassud pada ayat (1 ), 
' Sekretariat mernpunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencsna kegiatan dan program Sadan; 

b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan 
pelaporan peirtanggungjawaban; 

c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; 

,, 

• 

(2) 
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d. Penqelolaan administrasi kepegawaian, keuanqan clan 
perlengkapan; 

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan 
kearsipan; 

f. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan 
masyarakat dan inventarisasi. 

g. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan 
dilingkungan Sadan. 

Pasal4 

(1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : 
• 

a. Sub Baqian Penyusunan Program. 

o. Sub Baqian Keuangan. 

c. Sub Baqiar Kepegawaian dan Umum. 

(2) Sub bagian-sub bagian dimaksud ayat (1) masing-masing 
dipimpin oleh seoranq Kepala Sub Bagian yang berada dibawah 
dan bertangqunq jawab kepada Sekretaris. 

Pasal5 

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : 

a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalarn rangka . 

penyusunan program kerja dan rencana kerja; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan 
di Bidang Penelitian dan Pengembangan; 

c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana 
badan; 

d. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan badan; 

e. Melaksanakan koordlnasi dalam rangka .perencanaan program 
kerja dan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengelnbangan; 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program 
kerja; 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 
dengan bidang tuqasnya. 

Pasal6 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

b. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran badan; 

• 
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c. Mengurus pembayaran gaji, keuangan perjalanan dinas dan 
keuangan lainnya: 

d. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban 
keuangan; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai der.gan bidang tugasnya. 

• 
• 

Pasal? 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas : 

a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta 
data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawalan; 

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan 
administrasi kepeqawalan: 

c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan 
pemberian informasi dan hubungan masyarakat; 

' 

d. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan 
barang milik dinas serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan 
keamanan kantor; 

• 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal8 

(1) Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan mempunyai 
tugas rnelaksanakan sebagian tugas Sadan Penelltian dan • 

Pengembangar1 di bidang Pemerlntahan, Politik dan 
Kemasyarakatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini, Bidang Pemerintahan, Politik dan 
Kemasyarakatan mempunyai fungsi : 

a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalarn rangka 
penyusunan program penelitian dan pengembangan serta 
perumusan kebllakan di bidang Pemerfntahan, Politik dan 
Kemasyarakatan; 

b. Pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang Pemerintahan, 
Politik dan Kemasyarakatan; 

c. Pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil 
penelitian; 

• 

' 
• 
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d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasa:na dalam penelitian dan 
penqernbanqan di bidang Pemerintahan, • Politik dan 
Kemasyarakatan; 

e. Penyusunan laporan hasil penelitian di bidang 
Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan. 

Pasal9 

(1) Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan terdiri atas 2 
(dua) Sub Bidang yaitu : 

a. Sub Bidanq Pemerintahan dan Otonomi Daerah : 

b. Sub Bidanq Sosial, Politik dan Budaya. 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masing-masing 
dtpimpin oleh seoranq Kepala Sub Bidang yang berada dibawah 
dan bertanqqungjawab kepada Kepala Bidang Pernerintahan, 
Politik dan Kernasyarakatan, 

Pasal 10 

Sub Bidang Pernerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas : 

a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan 
pe:1gembangar1 di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
serta Aparatur 1:iemerintahan; 

b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan 
pengembangar di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
serta Aparatur Psmerlntahan: 

c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan 
instansi terkait di bidang Pernerintahan dan Otonomi Daerah 
serta Aparatur Pernerintahan: 

d. Melakukan keglatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam 
rangka penelitian di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
serta Aparatur Pemerintahan: 

e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian di 
bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Aparatur 
Pemerintahan; 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan sesual 
dengan bidang tugasnya. 

Pasal 11 
' 

Sub Bidang Sosial, Politik dan Budaya mempunyai tugas : 

a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan 
pengembangan di bidang Sosial, Politik dan Budaya; 

' 

• 

' 
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b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelltian dan 
pengembangan di bidang Sosial, Politik dan Sudaya; 

c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan 
lnstansi terkait di bidang Sosial, Politik dan Sudaya; 

d. 

e. 

Melakukan keqiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi 
rangka penelitian di bidang Sosial, Politik dan Budaya ; 

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Sidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan 
dengan bidang tugasnya. 

dalam 

Kepala 
• sesuai 

Pasal 12 

(1) Bidang Ekonornl, Keuangan dan Pernbanqunan mempunyai 
tuqas melaksanakan sebagian tugas Sadan Penelitian dan 
Pengembangan dalam penelitian di bidanq Ekonomi, Keuangan • dan Pembangunan serta melaksanakan t11gas-tugaf. lain yang 
diberikan oleh Kepala Sadan sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini, Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pernbanqunan 
mempunyai funqs! : 

.. • 

rangka dalam 
penyusunan program 
di bidang Ekonorni, 

bahan • penyiapan dan 
. 

Pengumpulan a. 
perumusan kebijaksanaan dan 
penelitian dan pengembangan 
Keuanqan dan Pembangunan; 

b. Pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang Ekonomi, 
Keuangan dan Pembangunan; 

c. Pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil 
penelitian; 

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lnstansi 
terkait dan lembaga non pemerintah dalam penelitian di 
bidanq Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; 

e. Penyusunan Japoran hasil penelitian di bidanq Ekonomi, 
Keuangan dan Pembangunan. 

Pasal 13 

(1) Bidang Ekonorni, Keuangan dan Pernbanqunan terdiri alas 
2 (dua) Sub Bldanq yaitu: 

a. Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan. ' 

b. Sub Bidang Pembangunan. 
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• 
(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi, 
Keuangan dan Pembanqunan, 

Pasal 14 

• 

Sub Bidang Perekonornian dan Keuangan mempunyai tugas : 

a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan 
penqernbanqan di bidang Perekonomian can Keuangan Daerah; 

b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan 
penqernbanqan di bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah; 

c. Melakukan koordlnasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan 
lnstansi terkait dan lembaga non pemerintah di bidang 
Perekonomlan dan Keuangan Daerah; 

d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalarn 
rangka penelltlan di bidang Perekonomian dan Keuangan 
Daerah; 

e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian di 
bidang Perekonornian dan Keuangan Daerah; 

• • 

• 

- 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Ekonomi, Ke·uangan dan Pembangunan sesuai dengan 
bidang tuqasnya, 

Pasal 15 

Sub Bidang Pernbanqunan mempunyai tugas : 

penelitian dan 
di lingkungan 

dan menyiapkan bahan 
di bidang Pembangunan 

Mengumpulkan 
pengembangan 

a. 

- 
Pemerintah Kota; 

b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan 
pengembangan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota; 

c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan 
lnstansi terkait dan lembaga non pemerintah di bidang 
Pembangunan cli lingkungan Pemerintah Kota; 

d. Melakulcan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasl dalam 
rarigka penelitian di bidang Pembangunan di lingkungan 
Pernerintah Kota: 

e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian di 
bidang Pembangunan di Ii n�1kungan Pemerintah Kola; 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
. 

Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan 
oidanq tugasnya. 

• 
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Pasal 16 

(1) Kelornpok Jabatan Fungsional mempunyai tugas rnelaksanakan 
sebagian tuqas badan Kepegawaian sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian 
masinq-rnaslnq: 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 
(1) pasal ini, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior selaku 
Ketua Kelornpok yang berada di bawah dan bertanggL•ng jawab 
kepada Kepala Sadan; 

(3) Kelompok Jabatan Funqsional dibagi ke dalam sub-sub kelompok 
sesual dengar, kebutuhan dan masing-masing diplrnpin oleh 
Tenaga Fungsional Senior; 

(4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan 
beban kerja yang ada; 

(5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

. . 

• 

BAB Ill 

HUBUNGAN KERJA 

Pasal 17 
• 

' 

• 

• 

(1) Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Sadan Penelitian 
dan Pengembangan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasl baik dalam lingkur1gan Sadan maupun antar unit 
kerja sesuai dengan bir:lang tugasnya masing-masing; 

(2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Sadan Penelitian 
dan Pengembangan bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan 
dan petunjuk pelaksanaannya. 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Hal-hal yar1g belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

- 
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Pasal 19 

Peraturan Walikota ini rr ulai berlaku pad a tanggal diundangkan. 

Agar setiap oranq mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah 
Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

• 

- 

Pada tanggal 1 Sept(llllber 

PJ. WALIKO'(A MOJOKERTO 

2008 

M 

• 

• 

Diundangkan di Mojokerto 

Pada tanggal 1 September 2008 

ERAH KOTA MOJOKERTO 

»> 

• 
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LA 1Y1PIRAN PERATURAN W ALIKOTA MC>JOKERTO 
NO MOR : 34 T AHUN 2008 
TANGGAL: 

BAGAN SUSU!\JAN ORGANISASI 

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
KOTA MOJOKERTO 

1 SEPTEMiER 2008 

, 

KEPALA 

• 
• 

SEKRETARIAT 

KELOMPOKJABATAN 
I FUNGSIONAL 
' ! . 

' SUB BAGIAN $UBBAGIAN SUBBAGIAN PENYUSUNAN lcEPEGAW AIAN KEUANGAN PROGRAM &U�AUM 

• 

BI DANG PEMERINT P.t!AN, I • BIDANG EKONOMI, 
. POLITIK& KEUANGAN& 

KEMASYARAKAT �N PEMBANGU:s!AN 
• 

. 

' 
' 

• 

SUB BIDANG 
PEMERINT Al-!AN & 
OTONOl-1! DAERAH 

----�---·-� 
SUB BIDANG SOSIAL, 
POLITIK & PUDAY A 

SUB BIDANG 
DEREKONOMIAN & 

KEUANGAN 

SUBBIDANG 
PEMBANGUNAN 

• 
' 

• 


